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Saai ini terdapat permasalahan fundamental saat membicarakan tentang sistem peradilan pidana formal
yaitu terdapat penumpukan percara dan overcapasity lembaga permasayarakatan. Berbagai langkah kongkrit
yang dilakukan mencakup penguatan paradigma keadilan restoratif dalam hukum pidana, yang dimana
implementasinya belum mampu menjawab kompleksitas persoalan di tingkat lokal. Hal ini menimbulakn
pertanyaan mendasar seputar efektivitas sistem peradilan pidana formal yang bercorak tunggal, terutama bagi
masyarakat adat yang masih memiliki mekanisme penyelesaian sengketa berbasis hukum adat yang dimana
berpotensi menjadi solusi penyelesaian masalah [1].

Dengan diberlakukannya UU Darurat Nomor 1 Tahun 1951, kewenangan peradilan adat secara formal
dicabut sebagai salah satu lembaga peradilan. Praktik di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat adat, seperti
masyarakat Dayak di Sanggau, masih mempertahankan penyelesaian perkara adat seperti penerapan adat pati
nyawa menangani peristiwa yang berhubungan dengan kematian. Fakta ini menegaskan bahwa hukum adat tetap
hidup (living law) dan dijalankan sebagai instrumen penyelesaian konflik [2] dan pemulihan keseimbangan([3]
pada komunitas masyarakat adat yang bersangkutan [4]. Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara norma
formal hukum negara dan realitas hukum yang hidup di masyarakat.

Salah satu bukti yang dapat dijadikan sebagai gambaran adalah Putusan Pengadilan Negeri Sanggau
Nomor 57/Pid.Sus/2019, di mana hakim mempertimbangkan penyelesaian adat dalam bentuk pembayaran denda
adat yang telah dilakukan antara keluarga korban dan terdakwa sebagai faktor yang meringankan hukuman.
Pertimbangan ini menunjukkan adanya pengakuan implisit dari peradilan formal terhadap hasil dari peradilan
adat [5]. Meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, hasil peradilan adat telah
memiliki bobot hukum dalam praktik peradilan pidana Indonesia yang dimana masih relevan dijadikan sebagai
pertimbangan.

Tulisan ini berfokus pada potensi reintegrasi [6] peradilan adat ke dalam sistem peradilan pidana
formal. Pertanyaannya yang mau di gambarkan ialah bagaimana penyelesaian perkara adat, khususnya putusan
adat dalam perkara pidana ringan, dapat memperoleh pengakuan [7] formal dalam sistem peradilan pidana. Hal
ini berangkat dari kebutuhan dalam membangun model penyelesaian perkara yang lebih efektif [8], kontekstual,
dan responsif terhadap keadilan [9] masyarakat lokal.

Penelitian terdahulu banyak membahas peran hukum adat dalam penyelesaian konflik, misalnya
penelitian tentang penyelesaian tindak pidana melalui peradilan adat di aceh [10], atau penerapan prinsip
keadilan restoratif dalam peradilan adat [11]. Namun, mayoritas penelitian masih berhenti pada pengakuan
terhadap hukum adat, tanpa menyoroti bagaimana hasil penyelesaian adat dapat direintegrasikan ke dalam
mekanisme pengadilan formal. Dengan demikian, terdapat gap analysis yang jelas, yaitu ketiadaan kajian yang
menekankan aspek kelembagaan dan normatif dari pengakuan putusan adat dalam praktik peradilan pidana.

Tulisan ini ingin mengambarkan analisis mendalam mengenai putusan pengadilan yang secara nyata
mempertimbangkan hasil peradilan adat dalam menjatuhkan vonis pidana. Tdak hanya memotret eksistensi
hukum adat sebagai living law, melainkan menawarkan desain reintegrasi kelembagaan peradilan adat ke dalam
sistem peradilan pidana nasional. Dengan demikian, tulisan ini berupaya memberikan analisis kemungkinan
reintegrasi peradilan adat ke dalam sistem peradilan pidana Indonesia serta memberi sumbangan konseptual dan
praktis bagi pembaruan sistem peradilan pidana Indonesia dalam kerangka penguatan keadilan restoratif dan
pluralisme hukum.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum non —doctrinal dengan memadukan kajian
normatif dan realitas sosial. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual untuk menelaah konsep
keadilan restoratif, pluralisme hukum, dan kemungkinan reintegrasi peradilan adat ke dalam sistem peradilan
pidana Indonesia. Data penelitian bersumber dari bahan hukum primer, yakni hasil penelitian lapangan yang
diperoleh melalui wawancara dengan masyarakat adat Dayak di Kabupaten Sanggau serta pihak-pihak yang
terlibat dalam praktik peradilan adat dan mekanisme penyelesaian sengketa pidana secara alternatif sedangkan
bahan hukum sekunder berupa peraturan terkait, putusan pengadilan, literatur, serta hasil penelitian terdahulu
yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menghubungkan temuan lapangan dan teori
hukum sehingga diperoleh gambaran mengenai urgensi serta kemungkinan reintegrasi peradilan adat ke dalam
sistem peradilan pidana nasional.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Putusan PN Sanggau No. 57/Pid.Sus/2019 sebagai Bukti Pengakuan Implisit

Salah satu kasus yang penting untuk dianalisis dalam konteks hubungan antara peradilan formal dengan
hukum adat ialah Putusan Pengadilan Negeri Sanggau dengan Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN Sanggau. Putusan ini
lahir dari perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian seorang anak bernama Indra Setia
Ramadhan, dengan terdakwa Yosef Edisartono alias Edi Anak Josef Arel. Perkara ini terjadi di wilayah
Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau, dan mencerminkan tidak hanya aspek yuridis semata, tetapi juga
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aspek sosiologis dan kultural, karena penyelesaian adat turut memengaruhi putusan pengadilan. Kasus ini
menjadi menarik untuk dikaji karena memperlihatkan adanya bentuk pengakuan implisit dari hakim terhadap
praktik hukum adat yang masih dijalankan masyarakat setempat.

Kronologi peristiwa ini berawal pada 12 November 2018, sekitar pukul 11.00 WIB. Pada waktu
tersebut, terdakwa sedang mengemudikan kendaraan dump truck bernomor polisi KB 8212 DC berwarna
kuning. Kendaraan tersebut dikemudikan dari arah Bunut, Kecamatan Kapuas menuju ke PT. Tayan Bukit Sawit
dengan membawa muatan berupa batu kerikil kurang lebih empat kubik. Saat memasuki jalan raya Kembayan,
terdakwa memacu kendaraan dengan kecepatan sekitar 50 kilometer per jam, menggunakan gigi persneling tiga.
Pada saat itu, terdakwa melihat seorang anak kecil yang berjalan kaki, yakni korban Indra Setia Ramadhan.
Anak tersebut berada di seberang kiri arah Simpang Tanjung menuju Kembayan, berlari pada jarak sekitar dua
meter dari arah lintasan kendaraan.

Dalam jarak yang begitu dekat, terdakwa tidak menyangka bahwa korban akan menyeberang jalan.
Tiba-tiba korban berlari ke tengah jalan sehingga langsung tertabrak oleh dump truck yang dikemudikan
terdakwa. Karena jarak yang terlalu dekat, terdakwa tidak sempat membanting setir atau melakukan pengereman
mendadak. Kendaraan akhirnya berhenti sekitar lima puluh meter dari lokasi kejadian. Setelah itu, terdakwa
meminta bantuan warga sekitar untuk mengamankan dirinya ke kantor polisi terdekat karena merasa trauma dan
takut akan terjadi amuk massa. Peristiwa ini menelan korban jiwa. Indra Setia Ramadhan meninggal dunia di
lokasi kejadian dengan luka parah sebagaimana tercatat dalam Visum et Repertum RS Parindu Nomor: RSPAR-
X/324/X11/2018 tanggal 3 Desember 2018.

Atas perbuatan tersebut, jaksa mendakwa terdakwa dengan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor
22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mengatur tentang kelalaian pengemudi yang
menyebabkan orang lain meninggal dunia. Secara formil, pasal ini menuntut adanya kelalaian pengemudi yang
mengakibatkan kecelakaan dan berujung pada kematian seseorang. Dalam hal ini, unsur-unsur pasal tersebut
terpenuhi, sehingga terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal. Namun, yang menarik adalah fakta bahwa
sebelum perkara diputuskan di pengadilan, telah ada penyelesaian secara adat antara pihak terdakwa dan
keluarga korban.

Dari keterangan saksi yang juga merupakan orang tua korban, terungkap bahwa terdakwa telah
meminta maaf dan dilakukan penyelesaian secara adat. Dalam adat Dayak, mekanisme penyelesaian terhadap
kehilangan nyawa disebut pati nyawa. Keluarga korban menerima pemberian adat tersebut, yang terdiri dari
seperangkat kewajiban adat yang diserahkan oleh pihak terdakwa. Jumlah nilai adat ini tidak disebutkan dalam
rincian nominal oleh hakim, tetapi dipastikan sudah dilaksanakan sesuai aturan adat setempat. Selain itu, ada
pula kewajiban adat tambahan yang disebut sanggah parang, yang besarannya diurus oleh pengurus adat Desa
Kelompu. Orang tua korban menegaskan bahwa setelah menerima penyelesaian adat tersebut, mereka
memaafkan terdakwa dan menganggap perkara sudah selesai dari perspektif adat.

Selain keterangan dari keluarga korban, ada pula keterangan dari pihak keluarga terdakwa. Setelah
kecelakaan, pihak keluarga terdakwa bersama perusahaan tempat ia bekerja, yakni PT. Tayan Bukit Sawit,
menemui keluarga korban. Pertemuan itu menghasilkan kesepakatan bahwa persoalan akan diselesaikan secara
kekeluargaan melalui jalur adat. Dari pihak keluarga terdakwa bersama perusahaan, diserahkan seperangkat
nilai adat berupa pati nyawa. Penyerahan dilakukan kepada pengurus adat, yang kemudian disalurkan kepada
ahli waris korban. Setelah penyerahan tersebut, kedua belah pihak menyatakan masalah selesai.

Keterangan serupa datang dari saksi lain, yakni Temenggung Adat Desa Kelompu. Sebagai tokoh adat,
ia menegaskan bahwa ia mengurus langsung prosesi adat pati nyawa. Menurutnya, mekanisme ini dijalankan
karena korban meninggal akibat kecelakaan. la juga menambahkan bahwa biaya adat sudah dipenuhi secara
lengkap melalui pemberian yang dihimpun oleh pihak keluarga terdakwa dan perusahaan tempat ia bekerja.
Setelah prosesi adat dilakukan, keluarga korban menyatakan tidak ada lagi tuntutan terhadap terdakwa. Dengan
demikian, secara sosial dan kultural, perkara ini telah diselesaikan secara damai melalui mekanisme adat.

Hakim dalam pertimbangannya kemudian menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan
tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU Lalu Lintas. Namun, yang penting untuk dicatat,
hakim juga mempertimbangkan fakta bahwa terdakwa telah menjalani kewajiban adat. Dalam bagian hal-hal
yang meringankan, majelis hakim menuliskan bahwa terdakwa telah membayar denda adat sebagai bagian dari
tanggung jawabnya terhadap keluarga korban. Pertimbangan ini tidak menghapus pidana, tetapi jelas
memengaruhi keringanan hukuman yang dijatuhkan. Awalnya, jaksa menuntut pidana penjara selama empat
bulan, namun dalam amar putusan hakim menjatuhkan pidana penjara selama dua bulan saja.

Fakta tersebut menunjukkan adanya pengakuan implisit dari peradilan formal terhadap eksistensi
peradilan adat [12]. Walaupun secara normatif penyelesaian adat tidak mengikat pengadilan, tetapi praktik di
lapangan memperlihatkan bahwa hakim tidak dapat mengabaikan penyelesaian yang telah diterima masyarakat
adat. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang
menyatakan bahwa hakim wajib menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian,
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putusan PN Sanggau ini menjadi bukti konkret bahwa nilai-nilai hukum adat tidak hanya hidup, tetapi juga
diakomodasi oleh pengadilan sebagai faktor pertimbangan yuridis.

Dalam kerangka teori pluralisme hukum [13], putusan ini memperlihatkan adanya interaksi antara
hukum negara dan hukum adat. Negara, melalui putusan hakim, secara tidak langsung mengakui hasil
penyelesaian adat dengan menjadikannya pertimbangan meringankan. Hal ini menjadi contoh bahwa sistem
hukum nasional tidak sepenuhnya monolitik, melainkan dapat berinteraksi dengan hukum lokal yang hidup
dalam masyarakat. Implikasinya, kasus ini dapat dijadikan dasar argumentasi untuk membangun model
reintegrasi peradilan adat ke dalam sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya dalam perkara-perkara pidana
ringan yang lebih sesuai diselesaikan melalui keadilan restoratif.

Lebih lanjut, putusan ini juga memiliki makna penting bagi perkembangan hukum pidana Indonesia
yang sedang bergerak ke arah paradigma keadilan restoratif. Apa yang dilakukan masyarakat Dayak dalam
mekanisme pati nyawa sesungguhnya mencerminkan prinsip-prinsip keadilan restoratif; dan penyelesaian yang
memulihkan harmoni komunitas, pengakuan kesalahan, pemberian maaf,. Dengan mengakui hasil peradilan adat
sebagai pertimbangan, pengadilan telah menunjukkan kesesuaian antara hukum adat dengan arah pembaruan
hukum pidana nasional.

Dengan demikian, Putusan PN Sanggau No. 57/Pid.Sus/2019 merupakan preseden penting yang
menegaskan bahwa peradilan adat masih relevan dan memiliki tempat dalam praktik peradilan pidana.
Walaupun pengakuannya baru bersifat implisit, kasus ini membuka ruang diskusi lebih luas tentang urgensi
pengakuan formal hasil peradilan adat. Jika pengakuan formal diberikan melalui mekanisme regulasi atau
penetapan pengadilan [14], maka peradilan adat dapat menjadi bagian dari sistem peradilan pidana nasional
yang sah. Hal ini akan mengurangi beban perkara di pengadilan, mengatasi overkapasitas lembaga
pemasyarakatan, serta memperkuat prinsip keadilan yang kontekstual dan pluralistik di Indonesia.

2. Desain Reintegrasi Peradilan Adat ke Sistem Peradilan Pidana

Pembahasan mengenai desain reintegrasi peradilan adat ke dalam sistem peradilan pidana Indonesia
menjadi sangat penting di tengah krisis efektivitas peradilan formal, penumpukan perkara, dan overkapasitas
lembaga pemasyarakatan. Pada dasarnya prinsip-prinsip keadilan restoratif yang saat ini digagas melalui
kebijakan hukum pidana modern, sudah lama hidup dalam praktik hukum adat. Mekanisme penyelesaian konflik
dengan basis kekeluargaan, perdamaian [15], dan pemulihan keseimbangan sosial sudah menjadi tradisi hukum
yang mengakar dalam berbagai komunitas adat di Indonesia. Oleh karena itu, desain reintegrasi bukanlah
sekadar gagasan baru, melainkan upaya membumikan nilai-nilai hukum adat dalam kerangka hukum formal
agar sistem peradilan pidana lebih kontekstual dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Salah satu contoh konkret penerapan mediasi penal [16] yang telah lama hidup dalam sistem hukum
adat dapat ditemukan pada masyarakat adat Dayak Hibun di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat.
Dalam masyarakat ini, dikenal mekanisme pati nyawa sebagai bentuk penyelesaian konflik apabila terjadi
kehilangan nyawa akibat suatu perbuatan. Adat ini pada dasarnya adalah pemberian kewajiban adat dari pelaku
kepada keluarga korban, baik berupa simbol material maupun ritual adat, sebagai bentuk pertanggungjawaban
sekaligus sarana untuk memulihkan keseimbangan kosmik yang terganggu akibat peristiwa tersebut. Tujuan
utama dari pati nyawa bukan sekadar mengganti kerugian, melainkan menciptakan kedamaian dan
menghentikan potensi dendam berkepanjangan. Hal ini memperlihatkan bahwa hukum adat bekerja dalam
kerangka restorasi sosial, bukan sekadar penjatuhan hukuman.

Mekanisme adat lainnya seperti sanggah parang, bui giling, onu busopak, hingga pembiayaan prosesi
penguburan, memperlihatkan dimensi hukum adat yang sangat kompleks dan memiliki langkah serta prosedur
yang jelas. Sanggah parang dimaksudkan untuk meredam amarah keluarga korban, sedangkan bui giling
ditujukan untuk menjaga kesehatan dan keselamatan keluarga korban yang masih hidup. Onu busopak berkaitan
dengan ritual spiritual agar arwah korban tidak mengganggu yang hidup, termasuk prosesi tolak mala agar
kejadian serupa tidak terulang kembali. Keseluruhan sanksi adat ini tidak hanya menyentuh aspek material,
tetapi juga spiritual, sosial, dan psikologis. Dengan demikian, hukum adat terbukti mampu menjawab kebutuhan
keadilan yang lebih holistik dibandingkan dengan sistem peradilan pidana formal yang cenderung menekankan
aspek represif.

Penjatuhan sanksi adat juga memiliki pertimbangan moral yang mendalam, seperti penghormatan
kepada pihak yang dirugikan, penghargaan atas hak milik orang lain, penerapan rasa keadilan, penghapusan
dendam, serta menumbuhkan kebersamaan di antara kedua belah pihak. Prinsip utama yang mendasarinya
adalah bahwa setelah sanksi adat dijalankan, tidak ada lagi alasan bagi keluarga korban untuk menuntut atau
menyimpan dendam terhadap pelaku. Dengan kata lain, sanksi adat bukan hanya menyelesaikan masalah
hukum, tetapi juga menutup potensi konflik sosial di masa depan. Nilai ini sangat penting untuk dijadikan dasar
dalam mendesain integrasi peradilan adat ke dalam sistem peradilan pidana, karena sesuai dengan tujuan utama
keadilan restoratif.
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Dari perspektif hukum modern, mekanisme adat seperti pati nyawa dapat diposisikan sebagai bentuk
mediasi penal atau bahkan victim-offender mediation, di mana korban, pelaku, dan komunitas dipertemukan
untuk mencapai perdamaian. Model ini memungkinkan korban atau ahli waris menyampaikan victim impact
testimony, sementara pelaku diberi kesempatan untuk bertanggung jawab secara langsung. Dengan perantara
tokoh adat sebagai mediator, tercipta proses penyelesaian yang bukan hanya menyangkut aspek pidana, tetapi
juga menyentuh aspek psikologis, sosial, dan spiritual sehingga memberikan perlindungan, keseimbangan, dan
kemampuan adaptif terhadap dinamika masyarakat. Pandangan ini selaras dengan nilai hukum adat yang
fleksibel namun tetap menjamin keadilan substantif.

Dalam konteks desain reintegrasi, terdapat beberapa tawaran model yang dapat dijadikan acuan.
Pertama, melalui mekanisme penetapan pengadilan. Hasil penyelesaian adat yang telah dilakukan dapat
diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan hukum. Dengan begitu, hasil peradilan adat memperoleh
legitimasi formal tanpa menghilangkan esensi adatnya. Pengadilan tetap memeriksa apakah prosedur adat
dijalankan dengan benar dan tidak bertentangan dengan hak asasi manusia atau hukum nasional. Model ini
cocok diterapkan untuk perkara pidana ringan, terutama yang berkaitan dengan delik aduan atau tindak pidana
yang kerugiannya dapat dipulihkan melalui mekanisme kekeluargaan.

Kedua, melalui integrasi ke dalam KUHAP atau UU Peradilan. Model ini menekankan pengaturan
normatif yang jelas dalam hukum acara pidana bahwa penyelesaian melalui peradilan adat dapat menjadi salah
satu alternatif penghentian perkara. Dengan integrasi semacam ini, hukum adat bukan hanya menjadi
pertimbangan hakim, melainkan benar-benar menjadi bagian prosedural dari sistem hukum formal. Perubahan
KUHAP atau UU Peradilan Pidana dapat memuat pasal yang mengatur bahwa hasil mediasi penal berbasis adat
dapat mengikat pengadilan apabila memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti adanya kesepakatan damai dan
pengakuan dari kedua belah pihak.

Ketiga, melalui pengakuan formal dalam regulasi daerah yang diharmonisasi dengan hukum nasional.
Model ini memungkinkan pemerintah daerah, khususnya di wilayah yang masih kuat mempraktikkan hukum
adat, membuat peraturan daerah (perda) yang mengatur mekanisme penyelesaian perkara adat. Perda tersebut
harus tetap diselaraskan dengan undang-undang nasional, sehingga tidak menimbulkan disharmoni hukum.
Pengakuan melalui perda sekaligus memperkuat prinsip otonomi daerah dan keberagaman hukum di Indonesia.
Dengan model ini, penyelesaian adat mendapat legitimasi administratif dan memiliki dasar hukum positif untuk
dijalankan secara berkelanjutan. Hal ini selaras dengan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023
tentang kitab undang-undang hukum pidana yang dimana menyatakan pengakuan hukum yang hidup harus
termuat dalam perda daerah masing-masing.

Manfaat dari ketiga model reintegrasi ini sangat signifikan. Pertama, dapat mengurangi penumpukan
perkara di pengadilan. Perkara-perkara ringan yang dapat diselesaikan melalui jalur adat tidak lagi membebani
sistem peradilan pidana formal. Kedua, dapat mengatasi overkapasitas lembaga pemasyarakatan, karena tidak
semua perkara harus berujung pada pemidanaan penjara. Dengan penyelesaian adat, pelaku yang telah
menjalankan tanggung jawabnya tidak perlu lagi dipenjara, sehingga ruang lapas dapat difokuskan pada
kejahatan serius. Ketiga, memperkuat pluralisme hukum dan memperlihatkan bahwa Indonesia menghormati
dan mengakui keberadaan hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional.

Selain itu reintegrasi peradilan adat juga memberikan manfaat pada aspek sosial dan budaya. Proses ini
memperkuat kohesi sosial dalam komunitas, mencegah konflik berkepanjangan, serta menjaga keberlanjutan
tradisi lokal. Reintegrasi juga menghidupkan kembali nilai-nilai hukum adat sebagai sarana pengendalian sosial
dan rekayasa sosial dalam menciptakan masyarakat yang tertib dan damai. Hal ini selaras dengan filosofi
masyarakat adat yang meyakini bahwa setiap pelanggaran harus diselesaikan agar keseimbangan kosmik tidak
terganggu. Dengan kata lain, reintegrasi bukan hanya solusi teknis bagi sistem peradilan pidana, tetapi juga
solusi spiritual dan kultural yang lebih dalam.

Dengan mempertimbangkan seluruh aspek tersebut, jelas bahwa hukum adat dapat dijadikan instrumen
untuk menutupi kelemahan sistem peradilan pidana Indonesia. Model mediasi penal yang sejalan dengan
mekanisme adat membuka peluang untuk membangun sistem peradilan pidana yang lebih humanis, restoratif,
dan pluralistik. Reintegrasi peradilan adat melalui mekanisme penetapan pengadilan, integrasi normatif dalam
KUHAP, atau pengakuan formal melalui regulasi daerah, merupakan langkah konkret yang harus
dipertimbangkan dalam pembaruan hukum pidana nasional. Dengan demikian, desain reintegrasi ini bukan
hanya memperbaiki efektivitas peradilan, tetapi juga memberikan legitimasi baru bagi hukum adat sebagai
bagian tak terpisahkan dari hukum Indonesia.

4. SIMPULAN

Reintegrasi peradilan adat ke dalam sistem peradilan pidana Indonesia merupakan jawaban atas
kelemahan peradilan formal yang selama ini menghadapi penumpukan perkara dan overkapasitas lembaga
pemasyarakatan. Melalui studi atas Putusan PN Sanggau No. 57/Pid.Sus/2019, terbukti bahwa penyelesaian adat
seperti pati nyawa telah diakui secara implisit oleh hakim sebagai faktor yang meringankan putusan. Fakta ini
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menunjukkan bahwa hukum adat masih hidup dan relevan, sekaligus selaras dengan paradigma keadilan
restoratif yang kini menjadi arah pembaruan hukum pidana. Oleh karena itu, desain reintegrasi melalui
penetapan pengadilan, integrasi dalam KUHAP, atau pengakuan formal lewat regulasi daerah yang diselaraskan
dengan hukum nasional perlu segera diwujudkan. Reintegrasi tersebut tidak hanya memperkuat pluralisme
hukum dan legitimasi hukum adat, tetapi juga menciptakan mekanisme penyelesaian perkara yang lebih adil,
kontekstual, dan berorientasi pada pemulihan keseimbangan sosial dalam masyarakat.
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